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ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah
anak setelah adanya perceraian orang tua di Kabupaten Klaten. Rumusan masalah
yang diajukan dalam studi ini yaitu: Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah
anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten ? dan Bagaimana upaya
yang dilakukan anak atau ibu dari anak tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan
Putusan Pengadilan ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat
empiris, dengan pengumpulan data melalui cara studi pustaka dan wawancara
dengan para responden yang merupakan pemegang hak asuh dari anak tersebut,
kemudian data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Untuk menganalisis
hasil penelitian, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan
pendekata sosiologis berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan
masyarakat. Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah
anak setelah perceraian orang tua di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik. hal tersebut disebabkan oleh faktor perekonomian
keluarga tersebut dan faktor itu menjadi penyebab perceraian dengan jumlah yang
tidak sedikit. Padahal dalam hal pemenuhan nafkah sudah menjadi tanggung
jawab bapak, meskipun setelah adanya perceraian karena hal tersebut telah
tertuang dalam Putusan Pengadilan dan harus dilaksanakan; dan apabila Putusan
Pengadilan tidak dilaksanakan, maka dapat melakukan upaya berupa mengajukan
permohonan pelaksanaan putusan ke Pengadilan Agama dan memberikan surat
peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan tersebut. Penelitian ini
memberikan saran yaitu diperlukannya penyebarluasan informasi  kepada
masyarakat mengenai upaya yang dilakukan agar terpenuhi hak-haknya dalam
Putusan Pengadilan, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal
tersebut, dan berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak mereka.

Kata Kunci: nafkah anak, perceraian.

XiX



BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Bahwa sudah merupakan kodrat manusia sebagaimana sunah Rasulullah
dan telah ditetapkan oleh Allah SWT semua mahkluk diciptakan secara
berpasang-pasangan termasuk juga manusia. Oleh Kkarena itu manusia
disunahkan untuk segera melakukan pernikahan apabila persyaratan
pernikahan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu ibadah dengan tujuan
yang suci dan sangat sakral, guna mencapai suatu keluarga yang bahagia,
tentram dan damai yaitu keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tetapi
dalam kenyataanya untuk mencapai tujuan tersebut banyak sekali yang kandas
di tengah jalan, dikarenakan banyak hal atau permasalahan yang timbul dalam
mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri
yang berakhir dengan perceraian, meskipun hal tersebut sebenarnya adalah
merupakan solusi terakhir dalam kehidupan berumah tangga, karena di dalam
ajaran agama Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang dihalalkan,
tetapi perlu diingat pula bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang
dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati dan
perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan hal tersebut.

Perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pasangan

suami istri yang telah melakukan perkawinan. Namun terkadang perceraian



menjadi hal yang harus dilakukan demi menjaga harkat dan martabat seorang
suami maupun seorang istri tersebut .

Ketentuan mengenai perceraian terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan
Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal
113 sampai dengan Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam. Tentu saja perceraian
memiliki dampak tersendiri, selain putusnya perkawinan seorang suami dan
istri, perceraian juga berdampak kepada anak dari hasil perkawinan tersebut.

Setelah putusnya perkawinan antara seorang suami dan istri, maka
penguasaan maupun pemeliharaan terhadap anak sah hasil dari perkawinan
tersebut tidaklah sama seperti saat masih terjalin ikatan perkawinan, sedangkan
untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam tentunya harus ada alasan-alasan sebagai berikut:*

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hujuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisiahan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam

rumah tangga;

suami melanggar taklik talak; dan

peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

s Q

! pasal 116, Kompilasi Hukum Islam



Pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menurut Abdul Kadir Muhammad, memiliki tujuan untuk
mempersukar terjadinya perceraian karena suatu perkawinan memiliki tujuan
yang suci dan mulia, sedangkan perceraian merupakan yang dibenci Tuhan.
Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dianggap mempersukar terjadinya perceraian karena untuk
mengangkat derajat dan martabat wanita (istri), sehingga derajat dan
martabatnya setara dengan suami, serta supaya meminimalisir tindakan
sewenang-wenang oleh suami.

Untuk melakukan perceraian harus didasari dengan alasan yang cukup,
bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat lagi untuk hidup dengan
rukun. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan alasan-alasan tersebut, sebagai berikut:?

a. salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

b. salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penajara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain;

2 Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Ctk.
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 38
% 1bid, him. 39



e. salah satu pihak mendapat cacat dalam atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
dan

f. terus menerus terjadi persilisinan dan pertengkaran antara suami istri
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam bahtera rumah
tangga.

Ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan
dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu
atau ayah tetap berkewajiban memilihara dan mendidik anak-anaknya, semata-
mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan
anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.*

Selain itu terdapat ketentuan dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum
Islam yang dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau
belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam
Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya pemeliharaan
ditanggung oleh bapaknya.® Itu berarti, setelah adanya putusan pengadilan dan
putusnya perkawinan kedua orang tuanya, maka bapak dari anak tersebut
memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menanggung biaya
pemeliharaannya.

Setelah adanya perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari

perkawinan yang sah tetap terpenuhi seperti sebelum terjadinya perceraian.

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5 Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam



Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua
orang tuanya sudah putus perkawinannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan
Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua
dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri
sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang
tua telah putus.®

Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka
anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak sah dari
perkawinan tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah
putusnya perkawinan suami istri tersebut, maka hak asuh anak tersebut menjadi
hak ibu, dan bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi
anak tersebut sampai ia menikah atau mampu menafkahi dirinya sendiri.
Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab
seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini
melakat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan
perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak

menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut

6 Pasal 45, Op. Cit



membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri
atau perempuan juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.’

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat
perceraian orang tuanya yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi
tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh
keadaan perekonomian ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-
hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang
menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yaitu apabila sang
ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus
terbagi.

Jadi, kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami
perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi
dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Kebanyakan dari
mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya
mengandalkan perekonomian saat itu saja. Misalkan jika sang ayah sedang
dalam keadaan perekonomiannya baik, maka ia akan menafkahi anak-anaknya
dengan baik sehingga segala hak-hak anaknya dapat terpenuhi. Namun
sebaliknya, jika keadaan perekonomiannya sedang tidak stabil, maka nafkah
yang diberikanpun juga seadanya, dan segala hak-hak anak tersebut juga tidak
terpenuhi secara maksimal.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap pemegang

hak asuh anak akibat perceraian, sehingga diharapkan penulis dapat

7 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000, him. 236.



mengetahui secara langsung mengenai pemenuhan jaminan hak anak akibat
perceraian tersebut.

Angka perceraian di Kabupaten Klaten dari tahun 2017 sampai dengan
bulan Desember tahun 2019 tergolong tinggi, yaitu berjumlah kurang lebih
1000 perkara. Dari tingginya angka perceraian di Kabupaten Klaten tersebut,
maka jumlah anak korban perceraian orang tuanya tidaklah sedikit. Hal
tersebut yang mendasari penulis untuk meneliti apakah anak-anak tersebut
pasca orang tuanya bercerai, hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik atau
justru sebaliknya. Mengingat kebanyakan perceraian orang tua tersebut terjadi
karena adanya permasalahan ekonomi dalam keluarganya.

Dari banyaknya jumlah perkara perceraian di Klaten tersebut, penulis
mengambil narasumber secara sample dalam penelitian ini. Narasumber
tersebut ialah pemegang hak asuh anak yang tidak lain adalah ibu dari anak
tersebut, karena ibu tersebut yang mengetahui apakah selama pasca perceraian
hak-hak anaknya terpenuhi dengan baik atau tidak. Namun, ada juga hak asuh
anak yang diberikan kepada bapaknya karena Majelis Hakim menganggap
bapaknya yang lebih pantas untuk merawat dan mengasuh anaknya. Tetapi,
bapak dari anak tersebut masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya
sampai berumur 21 tahun atau sampai anaknya tersebut sudah dewasa. Oleh
karena itu, dengan melakukan wawancara dengan pemegang hak asuk anak
tersebut secara sample, diharapkan penulis dapat mendapatkan data

berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan para responden tersebut.



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan
terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul:
“PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI KABUPATEN KLATEN”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makan dapat dirumuskan masalah

yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang
tua di Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan anak atau ibu dari anak
tersebut, ketika bapak tidak melaksanakan Putusan Pengadilan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari

penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian
orang tua di Kabupaten Klaten.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan anak ibu dari anak
akibat perceraian orang tuanya, ketika suami atau ayah anak tersebut tidak
melaksanakan Putusan Pengadilan.

Orisinalitas Penelitian

1.  Dewi Fitriyana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2016),

pada skripsinya yang berjudul: “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak

Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang



Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun
Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”.
Dari penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:
1) Bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut dirasa belum
mampu melaksanakan ketentuan dalam perlindungan hak-hak anak.
Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa faktor yang
menjadi kendala, seperti keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua,
serta rendahnya pendidikan orang tua. Sehingga masyarakat sebagai
orang tua hanya berfikir bahwa pemenuhan hak anak hanya sebatas
tentang biaya hidup saja.
2) Bahwa upaya pemenuhan hak-hak anak tersebut jika ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak, tidak terdapat conflict of norm
dan ketentuan dalam kedua peraturan tersebut saling menguatkan
mengenai hak anak. Namun, dalam kenyataannya hak-hak anak
belum sepenuhnya terlindungi.®
Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian milik
penulis yaitu dalam penelitian di atas tidak menjelaskan tentang upaya yang
dilakukan anak atau ibu atau pemegang hak asuhnya, apabila bapaknya tidak

menjalankan putusan pengadilan dengan baik.

8 Dewi Fitriyana, 2016 “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian
Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kecamatan Banyuwangi)”,
Skripsi, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
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2. Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifgi, Universitas Lampung (2014),
pada jurnal yang berjudul: “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan
Agama Banjarmasin)”. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa
anak yang masih berumur di bawah 21 tahun sangatlah perlu peran
seorang ibu, karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih
sayang, perhatian serta pengasuhan dari ibunya. Namun semua biaya
hadhanah dan nafkah anak wajib ditanggung oleh ayahnya, dan apabila
ayahnya itu tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebagaimana
telah diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka
anak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan agama
untuk menuntut hak-hak keperdataan anak yang telah dilalaikan.®
Terdapat perbedaan dengan penelitian milik penulis, dimana penelitian

milik penulis menjelaskan tentang upaya yang dilakukan anak atau ibu atau

pemegang hak asuhnya, apabila bapaknya tidak menjalankan putusan
pengadilan dengan baik, sementara penelitian di atas tidak menjelaskan
mengenai hal tersebut.

3. Resti Hedi Juwanti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(2018), pada tesis yang berjudul: “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada
Putusan Peradilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia

Dalam Perspektif Fikih dan HAM”. Dari penelitian tersebut dapat

 Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat
Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)”,
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan,Vol. 4, No. 7,terdapat dalam
http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/440 , diakses terakhir tanggal
8 November 2019



http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/440
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disimpulkan bahwa dalam perspektif HAM, penulis dalam penelitian
tersebut menggunakan dua indikator yang berasal dari Konvensi Hak
Anak, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas untuk hidup,
kelangsungan hidup dan perkembangan. Dalam Undang-Undang juga
disebutkan, bahwa negara telah menjamin agar setiap anak memperoleh
hak-hak tersebut, tetapi dalam implementasinya hak nafkah anak pasca
perceraian masih menjadi permasalahan besar karena tidak ada lembaga
yang dapat menjamin bahwa setelah kedua orang tua bercerai, putusan
nafkah anak dapat berjalan sebagaimana amar putusan.*®
Terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian milik
penulis, yaitu penulis memberikan deskripsi mengenai langkah yang dilakukan
anak atau ibu dari amak akibat perceraian ketika ayah anak tersebut tidak
melaksanakan putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela.
Sebagaimana dilihat dari penelitian di atas, bahwa hal tersebut belum tertuang
di dalamnya.
Kerangka Konseptual
a. Konsep Tentang Kesejahteraan Anak
Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan,
kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah

anak tersebut dilahirkan.!* Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai

10 Resti Hedi Juwanti, 2018, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Pada Putusan Peradilan
Agama Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia Dalam Perspektif Fikih dan HAM”, Tesis,
Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Magister Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta

1 waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung,
2009, him. 6.
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masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan
jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Konsep mengenai kesejahteraan anak dijelaskan dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa
kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang
baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan
berkembang dengan wajar.'?> Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap anak
berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sampai pada bimbingan oleh
keluarganya dengan kasih sayang, sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan
berkembang dengan wajar.

Untuk mengusahakan kesejahteraan anak, pemerintah dan atau
masyarakat perlu melakukan pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan
rehabilitasi dengan cara pemberian pengarahan, bimbingan, bantuan, dan
pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak.™

Kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang harus diusahakan
bersama, maka dari itu pentingnya penyadaran masyarakat terhadap hak anak.
Salah satu upayanya seperti yang dijelaskan pada buku yang ditulis oleh
Emeliana Krisnawati yang berjudul Aspek Hukum Perlindungan Anak, sebagai

berikut:

12 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, Analisis dan
Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak,
Jakarta, 2017, him. 160

3 1bid, him. 71
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1. gambaran substansi yuridis dan urgensi konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child) sebagai instrument
internasional Hak Asasi Manusia yang secara spesifik;

2. penjelasan bagaimana hukum nasional dan internasional
mengenasi proses dan tata cara berlaku dan kekuatan mengikat
dari Konvensi Hak Anak;

3. penjelasan bagaimana hukum nasional atau peraturan
perundang-undangan menyerap substansi norma hukum yang
terdapat dalam konvensi Hak Anak dang pengintegrasikan hak
anak dalam peraturan perundang-undangan bidang perdata,
pidana, ketenagakerjaan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan,
informasi; dan

4. arti pentingnya menyebarkan dan mengimplementasikan hak
anak sesuai maksud konvensi Hak Anak.'*

b. Konsep Tentang Hak Anak Pasca Perceraian

Perceraian memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) yaitu perceraian memiliki kata dasar cerai yang berarti pisah atau putus
hubungan suami istri atau talak. Maka perceraian memiliki arti yaitu

perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.%®

14 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, cetakan pertama, CV.
Utomo, Bandung, 2005, him. 64
15 https://kbbi.web.id/cerai, diakses terakhir tanggal 9 November 2019, 10.16 WIB



https://kbbi.web.id/cerai

14

Selain itu, menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan pengertian perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan
batin antara suami dan istri yang berakibat pada berakhirnya hubungan
keluarga suami istri tersebut.®

Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum
Perdata menjelaskan, bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan
dengan putusan hakim atau tuntutan dari suami atau istri. Selain itu, suatu
perkawinan dapat hapus atau berakhir dengan kematian salah satu diantara
suami atau istri tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah “cerai mati”.!’

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk
mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 1
angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.8

Pengertian mengenai hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang
wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.’® Pengertian tersebut terdapat
dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak.

16 Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 18

7 1bid, him. 20

18 pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1% Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014..., Loc. Cit
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Dalam alinea kedelapan belas Keputusan Menteri Sosial Nomor
15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak,
dijelaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dan Hak Asasi
Manusia, yang berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara
mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to
fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak.?°

Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus menjadi orang pertama
yang melakukan pemenuhan hak anak. Apabila kedua orang tua tersebut telah
putus perkawinannya karena perceraian, maka harus tetap memenuhi hak anak
tersebut. Dijelaskan juga dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya. Namun dalam hal biaya pemeliharaan anak tersebut
ditanggung oleh bapaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c
Kompilasi Hukum Islam.?

Pembebanan biaya nafkah kepada bapak atau mantan suami dimulai
ketika perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dan wajib
dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak. Biaya yang harus dibayarkan
meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut’ah. Apabila mantan
suami tidak mampu membayarkan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak,
maka pembacaan ikrar talak ditunda sampai ia mampu membayarkannya.

Namun jika setelah 6 (enam) bulan lamanya belum mampu membayarkannya,

20 |bid, him. 174
2L Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit



16

maka putusan Pengadilan Agama tersebut gugur dan dianggap belum putus
perkawinannya.

Lalu yang menjadi permasalahan selama ini adalah apabila perkawinan
telah putus dan dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa bapak atau
mantan suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya,
tetapi kenyataannya amar putusan tersebut ternyata tidak dijalankan dengan
baik atau tidak mampu untuk menjalankan perintah yang sebagaimana tertuang
dalam amar putusan, maka apa yang harus dilakukan anak tersebut supaya hak-
haknya dapat terpenuhi dengan baik.

Hak anak bukan saja mengenai biaya hidupnya seperti sandang, papan,
dan pangan, tetapi pendidikan dan kesehatan juga termasuk dalam hak anak
tersebut. Oleh karena itu, hak-hak anak haruslah terpenuhi dengan baik, karena
hal tersebut yang akan mempengaruhi proses tumbuh dan kembang dari anak
tersebut.

Meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, namun kewajiban
orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut
dewasa atau dapat berdiri sendiri tidak berubah. Hak anak untuk dipelihara
mengacu pada pemenuhan segala kebutuhan anak secara lahiriah. Orang tua
berperan dalam menjaga anak-anaknya dapat diwujudkan berupa memenuhi
segala kebutuhan sandang, papan, dan pangan yang merupakan kebutuhan
primer.

Apabila kebutuhan primer dapat terpenuhi dengan baik, maka kebutuhan

tersier memungkinkan dapat terpenuhi dengan baik juga. Selain itu, hak anak
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untuk mendapatkan pendidikan juga wajib terpenuhi dengan baik. hal tersebut
dikarenakan dalam proses pendidikan anak akan mendapatkan ilmu
pengetahuan tentang agama, pendidikan kepribadian, serta pendidikan lainnya
yang berkaitan dengan pembinaan dan kejiwaan anak tersebut.??

Terkait dengan pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak,
merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius dari
kedua orang tua anak. Meskipun pada putusan pengadilan hak anak diberikan
oleh salah satu di antara suami atau istri, namun mengenai tanggung jawab
dalam hal pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi
tanggung jawab keduanya, sebagai orang tua dari anak mereka.?

F.  Metode Penelitian
a.  Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang
menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata
yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.?
b.  Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan sosiologis, karena dalam memperoleh data, penulis

melakukan wawancara dengan subjek hukum, sehingga penulis

22 Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 374

23 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, him. 188

Zhttp://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/9.%20bab%20111.pdf?s
eguence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-
Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yan
g%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung. Diakses terakhir
tanggal 13 Juli 2020, 15.05 WIB



http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-,Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yang%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-,Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yang%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-,Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yang%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung.
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11875/g.%20bab%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Jenis%20Penelitian-,Penelitian%20Hukum%20Empiris%20adalah%20suatu%20metode%20penelitian%20hukum%20yang%20menggunakan,yang%20dilakukan%20melalui%20pengamatan%20langsung.
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mendapatkan data tersebut berdasarkan apa yang dialami oleh subjek
penelitian.
Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu sesuatu yang ingin diteliti oleh penulis.
Dalam hal ini, objek yang ingin diteliti berdasarkan tujuan penulis yaitu
mengenai implementasi pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang
tua di Kabupaten Klaten, serta upaya yang dilakukan anak atau ibu dari
anak akibat perceraian orang tua, apabila bapak anak tersebut tidak
melaksanakan dengan baik Putusan Pengadilan.
Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ibu
selaku pemegang hak asuh anak di Kabupaten Klaten yang berjumlah
tujuh belas (17) orang.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten, yang

tersebar di beberapa kecamatan, antara lain:

No Nama Kecamatan Jumlah Responden
1 Kecamatan Klaten Utara 3 orang
2 Kecamatan Wedi 5 orang
3 Kecamatan Prambanan 1 orang
4 Kecamatan Wonosari 1 orang
5 Kecamatan Ngawen 1 orang
6 Kecamatan Trucuk 1 orang
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7 Kecamatan Tulung 1 orang
8 Kecamatan Bayat 1 orang
9 Kecamatan Ceper 1 orang
10 Kecamatan Jatinom 1 orang
11 Kecamatan Karangdowo 1 orang

Sumber Data Penelitian
Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Adapun
sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yakni data
yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan dan hasil dari
wawancara dengan responden. Sumber data dalam penelitian ini dapat
digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum
empiris yang datanya didapat dari :
a. Data Primer
Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis
menggunakan data primer yang berupa hasil wawancara dengan
subjek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari objek penelitian melalui penelitian dengan cara
wawancara baik secara partisipatif maupun wawancara mendalam.
b. Data Sekunder
Berdasarkan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis

menggunakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-
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undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perceraian dan hak-

hak anak, yang terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam; dan

Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang
Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.

Selain peraturan perundang-undangan diatas, penulis juga

menggunakan literatur atau buku, jurnal, artikel, kamus, makalah dan

hasil

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian

tersebut.

c. Teknik Pengumpulan Data

1)

Teknik pengumpulan data primer yaitu melalui wawancara
dengan subjek penelitian. Wawancara digunakan untuk
mengetahui bagaimana pemrnuhan hak-hak anak pasca

terjadinya perceraian.
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2)  Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak
langsung dari obyek penelitian. dalam penelitian ini data
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai
literatur atau buku, jurnal, artikel, makalah dan hasil penelitian
terdahulu yang dianggap oleh penulis masih relevan dengan
masalah yang diteliti

g.  Analisis Data
Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah
penelitian empiris dan berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka
data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif
dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian data, editing, sehingga
data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan diakhiri dengan
pengambilan kesimpulan.
Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta
penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam
penulisan ini. Penulisan proposal skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4
bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap
bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu.
Adapun sistematika penulisannya yaitu :
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah



BAB II

BAB Il
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C. Tujuan Penelitian
D. Orisinalitas Penelitian
E. Kerangka Konseptual
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Penulisan
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak
1. Pengertian Hak Anak
2. Macam-macam Hak Anak
3. Dasar Hukum Hak Anak
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Pasca Perceraian
1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian
2. Macam-macam Hak Anak Pasca Perceraian
C. Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam
1. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam
2. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum
Islam
PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
ORANG TUA DI KABUPATEN KLATEN
A. Gambaran Umum Perceraian di Kabupaten Klaten
B. Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Orang Tua Di Kabupaten Klaten



23

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Anak Atau Ibu Dari
Anak Tersebut, Ketika Bapak Tidak Melaksanakan

Putusan Pengadilan

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA

PERCERAIAN ORANG TUA

Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

1. Pengertian Hak Anak

24

Pengertian hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

negara.® Anak merupakan salah satu yang termasuk dalam kelompok

masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, setiap orang termasuk kelompok

masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan

lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.?® Penjelasan mengenai hal

tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah

bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban

untuk melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to

respect).?’ Sehingga negara diharapkan memiliki peran aktif dalam hal

pemenuhan nafkah anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham

%5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

% Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RlI, Op. Cit, him.

27 1bid, him. 174
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bahwa pemenuhan hak anak merupakan salah satu bagian integral dari Hak
Asasi Manusia.

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan
keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memeliharanya. Pemenuhan hak
anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses
tumbuh kembang anak tersebut. Apabila anak dalam masa pertumbuhan dan
perkembangannya berjalan secara baik dan maksimal, maka pada saat ia
dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

2. Dasar Hukum Hak Anak

Setiap anak di Indonesia berhak atas kesejahteraan, pemeliharaan,
kasih sayang, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah
anak tersebut dilahirkan.?® Oleh karena itu, apabila ada anak yang mempunyai
masalah dalam memperoleh hak-hak dasarnya, negara telah menyiapkan
jaminan sosial yang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Di Indonesia yang menjadi aturan dalam pemenuhan hak anak adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak.
Karena anak merupakan termasuk salah satu kelompok masyarakat yang
rentan, maka ia juga dapat mengalami pelanggaran sekunder hak asasi

manusia, apabila terdapat hak atas pemeliharaan mereka yang dilanggar.?®

28 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju,
Bandung, 2009, him. 6.
2 Rhona K.M. Smith, at.al, Hukum Hak Asasi Manusia, Ctk. Ketiga, PUSHAM UIlI,
Yogyakarta, 2015, him. 138
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Pengakuan hak asasi bagi anak merupakan suatu proses yang terjadi
dalam dua bagian, yaitu pengakuan bahwa anak berhak atas hak asasi manusia
sebagai haknya sendiri yang independen, bukan sebagai hak orang tua atau
wali mereka, dan pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan
tambahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga
mengatur mengenai hak yang dimiliki oleh anak yang disebutkan pada Pasal 28
B ayat (2), yaitu bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan
hidup, untuk tumbuh, dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.®® Agar terpenuhinya hak anak tersebut, maka
orang tua atau wali merupakan “pemeran” utama yang wajib memenuhi apa
yang menjadi hak anak tersebut.

Indonesia telah melakukan peratifikasian atas Konvensi Hak Anak
yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka
Indonesia sebagai negara peserta (state party) mendapatkan kewajiban untuk
mengimplementasikan hak-hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak juga
ditegaskan dan dibentuk hak-hak anak yang secara kategoris terdiri atas empat
macam, yaitu? :

1) Hak atas Kelangsungan Hidup (survival rights)
Dalam Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa anak

memiliki hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidupnya.

%0 Ibid, him. 139

31 pasal 28 B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

32 Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam
Perspektif Konvensi Hak Anak, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 35



27

Selain itu anak juga berhak untuk memperoleh standard kesehatan
tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2) Hak terhadap Perlindungan (protection rights)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi
hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, tindak
kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak memiliki
keluarga dan anak-anak pengungsi.

3) Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights)

Hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan,
baik pendidikan formal maupun non-formal, dan hak untuk
mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik,
mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

4) Hak untuk Berpartisipasi (participation rights)

Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi
hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang
mempengaruhi anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga
disebutkan mengenai hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 9 ayat (1). Isi dari

pasal tersebut yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
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untuk pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

minat dan bakat.®?

Dari penjelasan mengenai hak-hak anak di atas, sudah jelas bahwa

pemenuhan hak anak sangatlah penting. Karena hal tersebut akan berpengaruh

terhadap proses tumbuh kembang anak. Apabila anak dapat tumbuh dan

berkembang dengan baik, maka pada saat dewasa ia dapat menjadi seseorang

yang baik dan tidak menyimpang. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam proses

tumbuh dan berkembangnya tidak baik, maka pada saat dewasa ia menjadi

seseorang yang kurang baik dan mungkin saja menyimpang. Namun, tumbuh

dan berkembangnya tiap anak tidaklah sama prosesnya.

3.

Macam-macam Hak Anak

Beberapa pengaturan mengenai hak-hak anak, terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

yaitu:34

1)

2)

setiap anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, dan
bimbingan berdasarkan kasih sayang yang didapatkan baik
dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar;

setiap anak berhak mendapatkan pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai
dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi

warga negara yang baik dan berguna;

3 pasal 9, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
34 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM R, Loc. Cit
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4)

5)

6)

7)

8)

9)
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setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan
perlindungan, baik selama di dalam kandungan maupun
setelah ia dilahirkan;

setiap anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangannya;

setiap anak berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan
perlindungan yang pertama, pada saat dalam keadaan yang
membahayakan;

setiap anak yang tidak mempunyai orang tua, berhak
mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan;

setiap anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan
agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dalam
lingkungan keluarganya;

setiap anak yang mengalami masalah kelakuan berhak diberi
pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya
guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa
pertumbuhan dan perkembangannya;

setiap anak yang cacat berhak mendapatkan pelayanan khusus
untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak

tersebut; dan

10) setiap anak berhak mendapatkan bantuan dan pelayanan yang

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak.
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Dalam Hukum Internasional, peraturan mengenai hak anak terdapat

pada Konvensi Hak Anak (Convention of Rights of The Child). Konvensi

Hak Anak sendiri disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Sebelum Konvensi Hak

Anak disahkan oleh PBB, seorang pendiri Save the Children Fund yang

bernama Mrs. Eglantynee Jebb mengemukakan gagasan tentang hak-hak

anak yang berisi sebagai berikut :*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

setiap anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan
mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan;

setiap anak harus dipelihara dan menghargai keutuhan
keluarga;

anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk
menunjang perkembangannya secara normal;

setiap anak yang lapar harus diberi makan, setiap anak yang
sakit harus dirawat, setiap anak yang cacat mental atau cacat
tubuh harus dididik, serta setiap anak yatim piatu dan terlantar
harus diurus atau diberi perumahan;

anak merupakan orang pertama yang harus mendapatkan
bantuan atau pertolongan ketika ada mengalami kesengsaraan;
setiap anak harus menikmati dan mendapat manfaat dari
program kesejahteraan dan jaminan sosial, serta mendapatkan

pelatihan supaya pada suatu saat diperlukan nanti dapat

119

35 Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, him.
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dipergunakan untuk mencari nafkah, dan setiap anak harus
dilindungi dari segala bentuk eksploitasi; dan

7) setiap anak harus diasuh dan dididik serta diberikan
pemahaman kepadanya bahwa bakatnya suatu saat dibutuhkan

untuk mengabdi pada sesama.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak juga terdapat bentuk hak-hak anak yang diberikan pada
negara dan pemerintah. Hak-hak anak tersebut dibebankan pada negara dan
pemerintah untuk menghormati dan menjamin hak asasi dari setiap anak di
Indonesia. Dalam upaya menghormati dan menjamin hak tersebut, tentunya
negara dan pemerintah tidak diperkenankan untuk membedakan anak-anak
berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, budaya, bahasa, status

hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa baik dari peraturan
dalam hukum nasional dan hukum internasional memiliki kesamaan bahwa
mengenai hak anak merupakan hal yang penting dan sangat dilindungi. Oleh
karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan

apa yang menjadi hak-hak anak tersebut.

Tinjauan Umum Tentang Hak Anak Pasca Perceraian
1. Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian
Suatu pekawinan yang telah putus karena perceraian, pasti akan

menimbulkan suatu hak dan kewajiban baru, salah satunya yaitu mengenai
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pemeliharaan anak pasca perceraian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu
atau bapak memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya,
semata-mata berdasarkan kepentingan anak.3® Hal tersebut berarti, bahwa
setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya,

meskipun orang tuanya tersebut telah bercerai.

Menurut Soemiyati, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan yang
telah memiliki anak, maka ibu yang memiliki hak untuk mengasuh anak
tersebut. Sedangkan untuk memenuhi biaya hidup anak, termasuk biaya
pendidikan dan kesehatan, merupakan tanggung jawab bapaknya.®” Sehingga
pada saat perceraian berlangsung, hakim harus menentukan mengenai siapa
yang diberi kewajiban untuk memelihara anak-anaknya, serta menentukan
berapa jumlah uang yang wajib diberikan oleh bapak atau ibu setiap bulannya
kepada anak-anak sebagai biaya pemeliharaannya.®

Kedudukan anak dalam perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal
42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan
yang sah. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 43 ayat (1) pada Undang-Undang
yang sama, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka

hubungan keperdataannya hanya terdapat pada ibunya dan keluarga ibunya.

% Ppasal 41, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

$’Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 372

% Djoko Prakoso, | Ketut Murtika, Azaz-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina
Aksara, Jakarta, 1987, him. 189
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Hal tersebut dapat dimaknai bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, tidak membernarkan pengakuan terhadap anak yang lahir
di luar pekawinan yang sah.

Selain itu, mengenai kekuasaan anak yang belum berumur 18 tahun
atau belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama
kekuasaan tersebut tidak dicabut dari orang tuanya.®® Sehingga dapat diartikan,
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak saja
mengatur tentang hubungan perkawinan, tetapi juga mengatur tentang hak anak
dan pemeliharaan anak, serta terdapat peran negara untuk melindungi anak dan
hak anak.

Mengenai pemeliharaan anak, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum
Islam memberikan prioritas utama kepada ibu sebagai pemegang hak
hadhanah anaknya sampai anak tersebut berusia 12 tahun. Namun, apabila
pada saat kedua orang tuanya resmi bercerai, anak tersebut telah berusia lebih
dari 12 tahun, maka ia diberikan hak untuk memilih apakah ia akan hidup
bersama ibu atau bapaknya.

Akan tetapi, dalam hal pemberian nafkah untuk biaya pemeliharaan
anak tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak, sebagaimana diatur dalam
Pasal 105 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam. Namun, mengenai besar kecilnya
jumlah nafkah yang diberikan tetap harus memperhatikan jumlah penghasilan

yang diperoleh bapak tersebut setiap bulannya.*°

3 Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 359
40 Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial, Ctk.
Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 109
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2. Macam-Macam Hak Anak Pasca Perceraian

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan adalah hal yang diinginkan
oleh setiap pasangan suami istri. Bagi mereka anak merupakan karunia luar
biasa yang diberikan oleh Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-
baiknya. Di kala perkawinan yang telah terjalin tersebut putus dengan berbagai
alasan yang pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Putusnya perkawinan
karenan perceraian, mengakibatkan anak yang tidak terlibat di dalamnya
menjadi pihak yang paling terdampak karena berpisahnya kedua orang
tuanya.*

Setelah terjadinya perceraian, anak tetap berhak untuk mendapatkan
kasih sayang dari bapak dan ibunya. Anak tetap memiliki hak untuk bertemu
dengan bapak maupun ibunya. Orang tua merupakan pihak pertama yang
bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, maka dari itu hak-hak anak tetap
harus dipenuhi selama anak tersebut belum dewasa atau belum menikah.

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut menikah
atau dapat menafkahi dirinya sendiri. Kewajiban tersebut tetap berlaku
meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.*? Sehingga cukup jelas bahwa
yang menjadi hak-hak anak semestinya tetap diberikan oleh orang tuanya,

meskipun keduanya telah putus perkawinannya.

4 Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, PT.
Rambang Palembang, Palembang, 2008, him. 129
42 Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 358
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Mengenai hak anak, sudah cukup jelas ditegaskan dalam berbagai
peraturan perundangan yang ada di Indonesia, baik dari hukum positif maupun
hukum agama. Anak yang belum dewasa atau belum mampu berdiri sendri,
berhak untuk mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta
perawatan langsung dari orang tuanya. Meskipun orang tuanya telah bercerai,
namun diharapkan mereka tetap berperan menjadi orang tua yang baik untuk
anak-anaknya, karena dalam sebuah keluarga mungkin saja ada istilah mantan
suami atau mantan istri, tetapi tidak ada istilah untuk mantan anak, sehingga
dalam kondisi seperti apapun, kesejahteraan anak tetap harus menjadi tanggung
jawab utama bagi orang tua.

Kesejahteraan anak merupakan hal yang penting dalam proses tumbuh
dan berkembang anak. Oleh karena itu, orang tua adalah pihak pertama yang
memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan bagi anak, baik
secara jasmani, rohani, maupun sosial. Hal tersebut juga terdapat pada
ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. Adanya peraturan perundang-undangan ini, semakin
menguatkan kita bahwa permasalahan anak, perlindungan anak, dan segala
macam mengenai anak benar-benar dilindungi oleh negara dan pemerintah
Indonesia. Sehingga, perlu adanya sanksi yang tegas bagi siapapun yang tidak
mengidahkannya. Karena bagaimanapun juga, anak merupakan generasi
penerus yang akan menggantikan kita kelak, maka harus dijaga, dirawat, dan
dididik dengan baik, agar pada saat yang akan datang anak-anak tersebut

menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada generasi-generasi sebelumnya.



36

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak pasca
perceraian orang tua yang terdapat pada Pasal 105. Pasal tersebut menjelaskan
bahwa anak berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dari bapaknya,
serta ia berhak dipelihara oleh ibunya, apabila anak belum berusia 12 tahun.
Apabila telah berusia 12 tahun, maka anak berhak untuk memilih dengan siapa
la akan dipelihara selanjutnya. Biaya pemeliharaan anak meliputi biaya
pendidikan, biaya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan penunjang lain dalam
kehidupan anak.*?

Selanjutnya Pasal 106 dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban
merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau yang
masih di bawah pengampuan.** Hal tersebut berarti, anak memilik hak untuk
mendapatkan pengampuan atas harta-hartanya.

Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam
1. Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Islam

Bahwa apabila pasangan suami yang telah memiliki keturunan atau
telah dikaruniai anak yang pada akhirnya memutuskan untuk melakukan
perceraian , maka yang berhak untuk mengasuh anak-anak tersebut adalah
ibunya apabila anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz
sedangkan apabila ibunya telah meninggal dunia, maka yang berhak
mengasuhnya adalah neneknya (ibu dari ibu anak) dan seterusnya ke atas.

Apabila tidak ada, maka beralih pada ibu dari bapaknya. Apabila keluarga pada

4 Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit
4 Ibid
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garis ke atas tidak ada, maka anak tersebut berhak diasuh oleh kerabat pada

garis ke samping.*®

Sedangkan mengenai hak asuh anak-anak yang telah dewasa atau
sudah berumur lebih dari 12 tahun , diserahkan kepada anak-anak tersebut mau
ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Karena anak yang sudah dewasa atau
sudah berumur lebih dari 12 tahun dianggap telah mampu mengambil
keputusan dan antisipasi serta sudah mulai merencanakan masa depannya
sendiri.

Pemeliharaan anak merupakan kewajiban ibu dan bapaknya, meskipun
keduanya telah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban atas pemeliharaan
anak-anaknya. Tetapi, mengenai hak asuh atau hadhanah, telah dijelaskan
dalam Al- Qur’an Surah Al Bagarah ayat 233, yang berbunyi:

“dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang
patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula

seorang ayah (menderita) karena anaknya...”

Dari penjelasan ayat di atas, dapat dimaknai bahwa seorang anak hak
asuhnya ada pada ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban untuk

memberikan nafkah kepadanya. Makna dari ayat tersebut, kemudian

“Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Ctk. Ketigabelas, Ull Press,
Yogyakarta, 2014, him. 100
% Q.S. Al Bagarah ayat 233
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dituangkan dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia,
yaitu Kompilasi Hukum Islam. Khususnya pada Pasal 105 yang mengatur
mengenai pemeliharaan anak pasca perceraian orang tuanya, yaitu anak yang
belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya,
sedangkan mengenai biaya pemeliharaannya wajib ditanggung oleh

bapaknya.*’

Menurut Muhammad Thalib dalam bukunya yang berjudul
“Manajemen Keluarga Sakinah”, hadhanah atau pengasuhan adalah hak bagi
anak, karena anak tersebut masih membutuhkan pengawasan, penjagaan,
pelaksana urusan, dan orang lain untuk mendidiknya. Rasulullah SAW
bersabda: “engkau (ibu) lebih berhak kepadanya (anak)”.*® Hal tersebut
dimaksudkan supaya hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan
pendidikan dapat terpenuhi dengan baik. Namun untuk mengasuh anak
(hadhanah), ibu atau penggantinya akan dinyatakan lebih berhak untuk
mendapatkan hak asuh anak, maka terdapat beberapa syarat yang harus

dipenuhi, yaitu:*°

a. memiliki akal yang sehat;
b. sudah baligh;
c. mampu mendidik;

d. dapat dipercaya dan memiliki akhlak yang mulia;

47 Kompilasi Hukum Islam, Loc. Cit

48 Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Pro-U, Yogyakarta, 2007, him.
205

4% Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit, him. 102
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e. beragama Islam; dan

f. belum menikah dengan laki-laki lain.

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh bapak yaitu berupa segala
sesuatu yang diperlukan oleh anak. Apabila pada saat setelah bercerai anak
masih dalam masa menyusu, maka bapak wajib memberikan makanan sehat,
obat-obatan, dan vitamin agar ibu dapat menyusui anak-anaknya dengan baik.
Selain itu, hak anak yang berupa biaya pendidikan, nafkah hidup berupa
makan, minum, tempat tinggal, pakaian, serta biaya kesehatan harus tetap

dipenuhi oleh bapaknya.*

Hak anak yang wajib dipenuhi meskipun kedua orang tuanya telah
bercerai yaitu mendapatkan kasih sayang dari bapak dan ibunya. Dalam
memberikan kasih sayang kepada anak, orang tua harus memperhatikan
beberapa hal. Pertama, orang tua wajib memberikan anak nafkah yang halal,
kedua, orang tua harus bersikap adil kepada anak-anaknya, ketiga, orang tua
harus memberikan pendidikan agama kepada anak. Orang tua wajib
memberikan ketiga hal tersebut secara maksimal dan diupayakan dengan
sebaik-baiknya, karena secara tidak langsung tiga hal tersebut dapat

mempengaruhi tumbuh kembang dan kepribadian anak.

2. Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Dalam Hukum Islam
Kewajiban seorang laki-laki yang telah menikah untuk memberi

nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan cara makruf, tertuang dalam Al-

% Ibid, him. 103
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Qur’an Surah Al-Bagarah ayat 233. Kewajiban bapak untuk memberikan
nafkah untuk anak-anaknya, memerlukan syarat-syarat sebagai berikut :

a. anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja,
yaitu anak-anak yang dianggap tidak mampu bekerja karena
masih kanak-kanak atau sudah tidak lagi kanak-kanak, tetapi
tidak mendapatkan pekerjaan atau jika ia seorang perempuan;

b. bapak yang memiliki harta dan mampu untuk memberi nafkah,
baik karena mempunyai pekerjaan yang menghasilkan maupun
yang memiliki kekayaan yang menjadi cagak hidupnya.>!

Berdasarkan syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila
anak yang membutuhkan nafkah (fakir) telah mampu untuk bekerja dan tidak
ada halangan apapun, maka kewajiban bapak untuk menafkahinya gugur.
Namun, apabila anak tersebut telah mampu untuk bekerja tetapi tidak dapat
bekerja karena sakit atau terdapat kelamahan lainnya, maka bapak tetap
memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.

Perihal besaran jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak,
dalam dalil-dalil yang membahas tentang pemberian nafkah kepada anak, tidak
disebutkan secara rinci. Berapapun jumlah nafkah yang diberikan tidak
menjadi masalah, asalkan dengan jumlah tersebut mampu menanggung seluruh
biaya pemeliharaan anak, sehingga segala hal yang menjadi hak anak dapat

terpenuhi dengan baik.

51 Ibid, him. 110



41

Bagi anak perempuan, bapak memiliki tanggung jawab untuk
memberikan nafkah sampai anak tersebut menikah dan setelah anak perempuan
tersebut menikah perihal memberikan nafkah kepadanya menjadi tanggung
jawab suaminya. Tetapi apabila suaminya meninggal dan tidak mendapatkan
warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka bapaknya
mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya seperti
pada waktu ia belum menikah.>?

Mengenai kewajiban seorang bapak memberikan nafkah untuk
anaknya juga diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal
tersebut menyebutkan bahwasannya semua biaya penyusuan anak tanggung
jawabnya dibebankan kepada bapaknya. Apabila bapaknya telah meninggal,
maka biaya penyusuan tersebut dibebankan kepada orang yang memiliki
kewajiban memberikan nafkah bapak atau walinya.

Apabila telah terjadi perceraian, maka bapak tetap berkewajiban untuk
memberikan nafkah kepada anak-anaknya, meskipun telah berpisah dengan
istrinya. Pemberian nafkah tersebut tetap diwajibkan kepada bapak karena
semata-mata digunakan untuk biaya pemeliharaan anak, seperti biaya
pendidikan dan biya kesehatan, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang
diperlukan.

Dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa
apabila terjadi perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib

memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya sampai berusia 21 tahun atau

52 |bid
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sampai anak-anaknya mampu berdiri sendiri. Selanjutnya, mengenai akibat

hukum adanya perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak

terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yang diatur sebagai

berikut®3:

a.

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari
ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia, maka
digantikan oleh kerabatnya;

anak yang sudah mumayyiz memiliki hak untuk memilih
mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapaknya;

apabila pemegang hadhanah anak tersebut ternyata tidak dapat
menjamin keselamatan jasmani dan rohaninya, maka kerabatnya
dapat memintakan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan
hak hadhanah kepada kerabat yang lain; dan

bapak menanggung semua biaya hadhanah dan nafkah anak sesuai

kemampuannya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa anak

yang belum mumayyiz atau belum berusia 21 tahun, kedudukannya sangat

dilindungi. Ketika anak masih berusia di bawah 21 tahun, peran orang tua

sangatlah penting, karena pendidikan pertama anak itu didapatkan dari kedua

orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

8 Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 381-382
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BAB I11

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

DI KABUPATEN KLATEN

Gambaran Umum Perceraian di Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil laporan perkara tingkat pertama di Pengadilan
Agama Klaten selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai
dengan tahun 2019, jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan
Agama Klaten yaitu berjumlah 5.806 (lima ribu delapan ratus enam) perkara.
Adapun rincian laporan perkara perceraian setiap tahunnya sebagai berikut:

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten

Jenis Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Perkara

diterima | Diputus | diterima | diputus | Diterima | diputus

Cerai 561 489 557 506 549 464
talak kasus kasus kasus kasus kasus kasus
Cerai 1.334 1.272 1.377 1.233 1.428 1.328
gugat kasus kasus kasus kasus kasus kasus

Dengan melihat data di atas, maka dapat diketahui bahwa di
Pengadilan Agama Klaten, jumlah perkara cerai talak yang diterima dari tahun

2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) kasus,
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sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 8
(delapan) kasus. Sementara itu, untuk jumlah perkara cerai talak yang diputus
selama kurun waktu tersebut di atas mengalami kenaikan dan penurunan. Hal
tersebut dikarenakan pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai talak
yang diputus mengalami kenaikan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus, sedangkan
pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai talak yang diputus

mengalami penurunan sebanyak 42 (empat puluh dua) kasus.

Kemudian untuk jumlah perkara cerai gugat yang diterima Pengadilan
Agama Klaten selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai gugat yang
diterima mengalami kenaikan sebanyak 43 (empat puluh tiga) kasus,
sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat yang

diterima mengalami kenaikan sebanyak 51 (lima puluh satu) kasus.

Sementara itu, untuk jumlah perkara cerai gugat yang diputus selama
kurun waktu 3 (tiga) tahun, juga mengalami kenaikan dan penurunan. Hal
tersebut dikarenakan pada tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah perkara cerai
gugat yang diputus mengalami penurunan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 jumlah perkara cerai gugat
yang diputus pengadilan mengalami kenaikan sebanyak 95 (sembilan puluh

lima) kasus.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu tiga (3) tahun

terakhir, jumlah perkara perceraian yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama

Klaten merupakan perkara perceraian dengan jenis perkara cerai gugat.

Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Klaten®*

Tahun Jumlah
Faktor 2017 2018 2019
Mabuk 2 kasus 7 kasus - 9 kasus
Zina - - 4 kasus 4 kasus
Judi 14 kasus 2 kasus 7 kasus 23 kasus
Madat 2 kasus 4 kasus 14 kasus 20 kasus
Meninggalkan | 539 kasus | 535 kasus | 468 kasus 1.542 kasus
salah satu pihak
Dihukum 2 kasus 3 kasus 4 kasus 9 kasus
penjara
KDRT 21 kasus 12 kasus 34 kasus 77 Kkasus
Cacat badan 2 kasus 2 kasus - 4 kasus
Poligami - - 2 kasus 2 kasus
Perselisihan dan | 935 kasus | 854 kasus | 850 kasus 2.639 kasus
pertengkaran
terus menerus
Kawin paksa 1 kasus - - 1 kasus

54 Faktor-faktor peyebab perceraian dari Pengadilan Agama Klaten tahun 2017-2019
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Murtad 3 kasus 5 kasus 6 kasus 14 kasus

Ekonomi 281 kasus | 284 kasus 400 kasus 965 kasus

Dengan melihat data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak
faktor yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Klaten. Data tersebut
di atas merupakan data perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari

tahun 2017 sampai dengan tahun 20109.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2019 perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Klaten paling
banyak terjadi yaitu perceraian yang dikarenakan faktor ekonomi,
meninggalkan salah satu pihak, serta perselisihan dan pertengkaran terus
menerus. Jumlah ketiga faktor tersebut jumlahnya mencapai ratusan setiap

tahunnya, serta mengalami kenaikan dan penurunan.

Faktor penyebab perceraian terbanyak setiap tahunnya yang pertama
yaitu perceraian yang terjadi karena perselisinan dan pertengkaran terus
menerus dengan jumlah keseluruhan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun
sebanyak 2.639 (dua ribu enam ratus tiga puluh sembilan) kasus. Jumlah faktor
penyebab ini pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak
81 (delapan puluh satu) kasus, sedangkan pada tahun 2018 ke tahun 2019 juga
mengalami  penurunan sebanyak 4 (empat) kasus. Perselisihan dan
pertengkaran terus menerus merupakan salah satu alasan hukum perceraian

yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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tenang Perkawinan. Ketika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi
dalam suatu perkawinan, maka dalam keadaan seperti itulah sesungguhnya

perkawinan tersebut dianggap telah pecah.

Dalam Hukum Islam, perselisihan dan pertengkaran terus menerus
diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan
bahwa suatu perceraian dapat terjadi dikarenakan adanya perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus antara suami dan istri. Hal tersebut
menimbulkan suatu perasaan dan pemikiran bahwa sudah tidak ada lagi
harapan bagi mereka untuk hidup rukun dalam membangun bahtera rumah

tangga.>®

Faktor penyebab perceraian terbanyak yang kedua yaitu perceraian
yang terjadi karena meninggalkan salah satu pihak dengan jumlah keseluruhan
selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 1.542 (seribu lima ratus empat
puluuh dua) kasus. Jumlah faktor penyebab ini pada tahun 2017 ke tahun 2018
mengalami penurunan sebanyak 4 (empat) kasus, sedangkan pada tahun 2018
ke tahun 2019 juga mengalami penurunan sebanyak 67 (enam puluh tujuh)

kasus.

Faktor penyebab perceraian terbanyak yang ketiga yaitu perceraian
yang terjadi karena terdapat permasalahan ekonomi dengan jumlah keseluruhan
selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sebanyak 965 (Sembilan ratus enam puluh

lima) kasus. Dari ketiga faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama

55 Muhammad Syaifuddin, Op.Cit, him. 209
% Ibid, him. 211
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Klaten dengan jumlah terbesar, faktor ekonomi lah yang jumlahnya mengalami
kenaikan tiap tahunnya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun
2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 3 (tiga) kasus, sedangkan
pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 116 (seratus

enam belas) kasus.

Selain itu, untuk faktor-faktor penyebab perceraian yang lainnya
jumlahnya tidak sebanyak dari ketiga faktor di atas. Namun, untuk
perbandingan jumlah setiap tahunnya cenderung menunjukkan grafik yang
fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan jumlah

kasus.

Jika dilihat dari tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di
Pengadilan Agama Klaten dalam kurun waktu tiga (3) tahun dari tahun 2017
sampai dengan tahun 2019, perkara perceraian paling banyak terjadi
dikarenakan adanya faktor ekonomi dari pasangan suami istri tersebut. Oleh
karena itu, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor dalam pemenuhan

nafkah anak pasca perceraian.

Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di
Kabupaten Klaten

Sepasang pria dan wanita dalam melakukan perkawinan tentunya
memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, yaitu untuk membentuk
sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan tersebut juga

terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, sehingga dapat diartikan bahwa negara melalui peraturan
perundang-undangan mengharapkan bahwa setiap perkawinan itu didasarkan
dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang kekal dan tidak
membenarkan adanya perceraian.®’

Namun dalam kehidupan berkeluarga tentunya tidak selalu berjalan
baik-baik saja, dikarenakan suatu perkawinan merupakan penyatuan dua
pribadi manusia yang memiliki latar belakang, sifat, dan kebiasaan yang
berbeda yang dapat menyebabkan sedikit perselisihan, dan hal tersebut
dianggap wajar dalam kehidupan berkeluarga. Akan tetapi tidak sedikit dari
masyarakat Indonesia yang perkawinannya tidak dapat dipertahankan karena
terdapat suatu permasalahan di dalamnya, sehingga perkawinan tersebut
berakhir pada perceraian yang akhirnya mengakibatkan putusnya perkawinan
tersebut.

Kehidupan suatu keluarga setelah adanya perceraian memang tidak
mudah dan akan memberikan dampak kepada anak, apabila dalam perkawinan
tersebut telah dikaruniai anak. Dampak yang secara langsung dirasakan oleh
anak ketika adanya perceraian, yaitu ketika ia secara tiba-tiba harus melihat
bahwa kedua orang tuanya hidup terpisah. Pihak pertama yang merasakan

akibat dari adanya perceraian adalah anak. Karena tidak sedikit anak-anak yang

57 Ibid, hlm. 2
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berada dalam sebuah keluarga dengan keadaan tidak utuh, proses tumbuh dan
berkembangnya sering kali tidak diperhatikan secara maksimal oleh kedua
orang tuanya. Padahal dalam kondisi seperti ini, secara tidak langsung dapat
membahayakan kondisi mental dan psikis anak yang berakibat pada
kelangsungan hidupnya.

Selain itu, dampak yang secara tidak langsung dirasakan vyaitu
mengenai pemenuhan hak-hak anak termasuk masalah nafkah. Padahal ketika
anak itu belum dewasa atau belum mampu menafkahi dirinya sendiri, orang
tuanya wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan pra-
penelitian di Pengadilan Agama Klaten untuk mengetahui berapa banyak
jumlah kasus perceraian yang ada di Kabupaten Klaten selama kurun waktu
tertentu, dan Penulis berhasil menghimpun data perkara perceraian di
Pengadilan Agama Klaten dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Secara langsung maupun tidak langsung Penulis melihat beberapa
anak-anak yang orang tuanya telah bercerai, kehidupan mereka berubah dan
bahkan ada yang sampai tidak bisa untuk melanjutkan pendidikannya karena
ketiadaan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa korban dari adanya
perceraian orang tua adalah anak, karena hal tersebut akan menimbulkan
dampak bagi psikis, mental dan proses tumbuh kembang anak. Karena
sejatinya, keadaan keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan bagi tumbuh

kembang anak.
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Hal tersebutlah yang membuat penulis ingin mengetahui apakah
setelah adanya perceraian, perihal pemenuhan hak-hak anak-anak ini masih
dapat terpenuhi dengan baik atau tidak, mengingat keadaan hubungan orang
tuanya sudah tidak lagi bersama-sama.

Oleh Kkarena itu, untuk mengetahui bagaimana impelementasi
pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten,
penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara mendatangi
responden dan melakukan penelitian dengan cara mewawancarai responden.
Penelitian dilakukan dengan 17 (tujuh belas) orang yang merupakan ibu atau
pemegang hak asuh anak tersebut. Penelitian dilakukan di beberapa wilayah di
Kabupaten Klaten yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berikut adalah hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para

narasumber mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua :

Data Hasil Penelitian

Responden Jenis Alasan Cerai | Putusan Hak | Pelaksanaan Alasan
.17 Cerai Anak
Responden | cerai permasalahan | hak anak tidak sesuai karena dari
1 gugat ekonomi, secara putusan sebelum
karena suami materiil, anak | suami, sudah | bercerali,
tidak mau seharusnya tidak peduli responden dan
bekerja. mendapatkan | dan pergi dari | mantan
nafkah dari rumah. suaminya
bapaknya. sudah lama
Sedangkan berpisah.
yang secara
non-materiil,
anak
seharusnya
tetap
mendapatkan
kasih sayang
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dari seorang
bapak.

Responden | cerai suami tidak hak anak tidak sesuai tidak diasuh
2 gugat mau bekerja secara non- putusan, dan dirawat
dan hanya materiil yaitu | suami sudah | dengan baik,
bermalas- diasuh dan menunjukkan | sampai anak
malasan dirawat oleh | ketidakpeduli | mereka
dirumah saja, | bapaknya, annya sejak | berhenti
serta sering serta sebelum sekolah. Pada
terjadi dipenuhi juga | bercerai. akhirnya,
pertengkaran hak anak anaknya
terus menerus. | secara dikembalikan
Dan berakhir materiilnya. ke responden.
pada suaminya
pulang ke
kampung
halamannya di
Gunung Kidul
Responden | cerai terjadi anak tidak sesuai mantan suami
3 talak perselisihan seharusnya putusan, hanya
terus menerus | mendapatkan | suami hanya | menjalankan
yang haknya mendiamkan | kewajibannya
mengakibatkan | secara dan tidak pada saat
mereka pisah materiil, peduli. sebelum
rumah dan sebagaimana pembacaan
tidak yang telah ikrar talak,
berkomunikasi | ditetapkan setelah itu
satu sama lain. | dalam amar tidak pernah
putusan. dilaksanakan
lagi.
Responden | cerai terjadi secara tidak sesuai pendapatan
4 talak perselisihan materiil, anak | putusan, mantan suami
yang mendapatkan | keadaan tiap bulannya
mengakibatkan | biaya hidup ekonomi tidak menentu,
putusnya termasuk mantan suami | sehingga
komunikasi biaya sekolah | yang pas- nafkah yang
sejak tahun | dan lain-lain. | pasan. diberikan
2017 Selain itu, untuk anak
anak juga jumlahnya
berhak tidak menentu
mendapatkan dan tidak

perhatian dan
kasih sayang

sesuai dengan
yang
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dari kedua ditetapkan
orang tuanya. dalam amar
putusan.
Responden | cerai terjadi hak asuh tidak sesuai hak anak
5 talak perselisihan diberikan putusan, berupa nafkah
dan kepada mantan suami | tidak diberikan
pertengkaran responden, terkesan secara rutin
terus menerus. | diberikan mengabaikan | setiap
nafkah setiap | perintah bulannya.
bulan oleh dalam amar
bapaknya. putusan
pengadilan.
Responden | cerai terjadi terpenuhinya | tidak sesuai keadaan
6 talak perselisihan hak anak putusan, ekonomi tidak
dan secara sudah tidak memungkinka
pertengkaran materiil, ada n untuk selalu
terus menerus. | yaitu berupa | komunikasi memberikan
nafkah yang | dengan nafkah dengan
harus mantan suami | jumlah seperti
dipenuhi sejak yang telah
setiap sebelum ditetapkan
bulannya. bercerai. dalam putusan.
Responden | cerai permasalahan | terpenuhinya | tidak sesuai sejak sebelum
7 gugat ekonomi yang | hak anak putusan, resmi bercerai
memicu secara mantan suami | sudah pisah
pertengkaran materiil yang | mengabaikan | rumah, dan
terus menerus. | berupa segala bentuk | tidak peduli
pemberian tanggung dengan anak-
biaya hidup, | jawabnya. anaknya.
dan non-
materiil yang
berupa
kehadiran
seorang
bapak.
Responden | cerai permasalahan | bertanggung | tidak sesuai tanggung
8 gugat ekonomi dan jawab atas putusan, jawab tidak
suami tidak nafkah dan mantan suami | dilaksanakan
bertanggung memenuhi sudah tidak sejak sebelum
jawab. kebutuhan peduli. bercerai, dan
hidup anak. pergi begitu

saja.
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Responden | cerai terjadi anak tidak sesuai kondisi
9 talak perselisihan mendapatkan | putusan, perekonomian
dan hak-haknya kondisi mantan
pertengkaran berupa biaya | ekonomi suaminya yang
terus menerus, | hidup dan mantan suami | tidak stabil,
yang kasih sayang | tidak sehingga
mengakibatkan | dari kedua menentu. jumlah nafkah
pisah rumah. orang tuanya. yang diberikan
tidak tetap.
Responden | cerai permasalahan | memberikan | tidak sesuai nafkah anak
10 talak ekonomi dan nafkah anak | putusan, belum tentu
pertengkaran setiap mantan suami | diberikan
terus menerus | bulannya, tidak mampu | setiap
diluar biaya | memenuhi bulannya,
pendidikan kewajibannya | karena
dan pekerjaan
kesehatan mantan
suaminya
adalah seorang
buruh harian
yang
pendapatannya
terkadang
hanya bisa
untuk
memenuhi
kebutuhannya
sendiri.
Responden | cerai permasalahan | melakukan tidak sesuai setelah resmi
11 gugat ekonomi pemenuhan putusan, bercerai,
nafkah anak | mantan suami | langsung
sampai sudah tidak memilih pergi
dewasa. peduli lagi. meninggalkan
anak dan
istrinya.
Responden | cerai sudah tidak anak tidak sesuai merasa sudah
12 talak ada lagi mendapatkan | putusan, berpisah dan
kecocokan dan | nafkah dari mantan suami | tidak
terjadi bapaknya mengabaikan | bertanggung
pertengkaran setiap bulan, | perintah jawab lagi
terus menerus. | dengan dalam terhadap
kenaikan putusan. anaknya,
jumlah karena
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sebesar 10% anaknya
tiap diasuh oleh
bulannya. ibunya.
Responden | cerai terjadi mendapatkan | tidak sesuai karena merasa
13 gugat perselisihan nafkah setiap | putusan, anaknya sudah
dan bulannya mantan suami | diasuh oleh
pertengkaran dengan sudah tidak ibunya,
terus menerus. | jumlah sesuai | peduli. sehingga
dalam segala
putusan. kebutuhannya
sudah
terpenuhi
dengan baik.
Responden | cerai terjadi dipenuhi tidak sesuai nafkah tidak
14 talak perselisihan segala biaya | putusan, diberikan
dan hidup anak mantan suami | secara rutin
pertengkaran sampai sudah tidak setiap
terus menerus. | dewasa. peduli bulannya.
dengan
anaknya lagi.
Responden | cerai sudah tidak hak asuh sesuai mantan
15 gugat ada kecocokan | anak putusan, suaminya
dan sering diberikan mantan suami | masih
terjadi kepada tetap bertanggung
perselisihan. bapaknya, menjalankan | jawab dalam
sehingga tanggung membesarkan
anak jawabnya dan merawat
mendapatkan | sebagai anak mereka,
kasih sayang, | seorang meskipun
perhatian, bapak. sudah
serta berpisah.
dipenuhinya
biaya hidup
anak.
Responden | Cerai sudah tidak selain secara | sesuai tanggung
16 talak ada lagi materiil, anak | putusan, jawabnya
kecocokan. berhak mantan suami | mengenai
mendapatkan | tetap pemeliharaan
kasih sayang | mempedulika | anak
dari kedua n kehidupan | dilaksanakan
orang tuanya, | anaknya. dengan baik,

sebagaimana

sama seperti
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mestinya. sebelum terjadi
perceraian.
Responden | cerai terjadi terpenuhinya | sesuai mantan suami
17 gugat pertengkaran biaya putusan, masih
dan pemeliharaan | mantan suami | menunjukkan
perselisihan anak setiap tetap kepeduliannya
terus menerus. | bulannya. berperan terhadap anak
sebagai mereka,
bapak dan dengan
memenuhi menanyakan
segala hak- kabar dan
hak anaknya. | melaksanakan
tanggung
jawab sebagai
bapak yang
memberikan
nafkah.

Berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui
bahwa dari 17 (tujuh belas) jumlah seluruh responden yang telah diwawancari
oleh penulis, hanya 3 (tiga) responden yang setelah adanya perceraian, anak-
anak mereka tetap diberikan nafkah secara rutin setiap bulannya oleh
bapaknya. Selain itu, sisanya yaitu sejumlah 14 (empat belas) responden
mengatakan bahwa dalam hal pemberian nafkah kepada anak tidak selalu dapat
dipenuhi dengan baik, bahkan ada juga yang tidak diberikan nafkah sama
sekali setelah mereka bercerai.

Selain itu, berdasarkan jumlah keseluruhan responden yang telah
diwawancarai oleh penulis mengalami perceraian yang terjadi karena faktor
ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan data faktor penyebab terjadinya

perceraian di Pengadilan Agama Klaten, yang mana faktor ekonomi merupakan

faktor terbesar ketiga penyebab terjadinya perceraian.
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Mereka merasa bahwa setelah bercerai, mantan suaminya seakan-akan
tidak bertanggung jawab sebagai seorang bapak yang memiliki kewajiban
untuk menafkahi anak-anaknya, agar dapat terpenuhi dengan baik semua yang
menjadi hak anak. Dengan tidak diberikannya nafkah setiap bulan, tentunya
dapat menimbulkan suatu akibat, seperti anak akan Kkesulitan dalam
pembayaran biaya pendidikan, kesehatan, dan segala kebutuhan anak yang
lainnya.

Padahal nafkah merupakan hak dasar yang seharusnya diterima oleh
anak. Sedangkan hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang
wajib dipenuhi oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh orang tua anak itu
sendiri. Maka dari itu, apabila hak anak tidak dapat terpenuhi dengan baik
maka anak dapat meminta kepada orang tuanya agar hak-haknya dipenuhi
dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa di Kabupaten Klaten kondisi perekonomian suatu keluarga
menjadi salah satu faktor penyebab perceraian dengan jumlah yang terbanyak.
Hal itu menimbulkan akibat pada implementasi dalam hal pemenuhan nafkah
anak pasca perceraian orang tua di Kabupaten Klaten, yang dalam kehidupan
masyarakat sebenarnya belum dilakukan dengan baik dan masih banyak
masyarakat yang setelah bercerai tidak mampu atau bahkan sudah tidak mau
untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
putusan pengadilan. Padahal hak-hak anak harus tetap dipenuhi, meskipun

orang tuanya sudah bercerai. Karena hal tersebut dapat memberi pengaruh
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terhadap tumbuh kembang anak. Jangan sampai anak menjadi pihak yang
paling dirugikan karena adanya perceraian anatara kedua orang tuanya.

Selain faktor ekonomi, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat
dilihat bahwa sebanyak 13 (tiga belas) responden dari keseluruhan jumlah
responden yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) responden, memutuskan bercerai
dengan pasangannya dengan alasan sering mengalami perselisinan dan
pertengkaran yang terus menerus terjadi selama kurun waktu tertentu.
Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut, lalu
mengakibatkan pada renggangnya komunikasi antara satu sama lain, sehingga
setelah bercerai hubungan antara mantan suami dan istri tersebut tidak terjalin
dengan baik seperti semula.

Tidak baiknya hubungan yang terjalin tersebut secara tidak langsung
memberi pengaruh terhadap pemenuhan tanggung jawab mantan suami sebagai
seorang bapak kepada anak-anaknya. Banyak di antara responden-responden
tersebut yang setelah bercerai atau bahkan sebelum bercerai mantan suami
mereka sudah pergi meninggalkan anak-anaknya dengan begitu saja dan
seakan-akan lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak untuk
memelihara anak dengan baik.

Memberikan nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup anak
merupakan salah satu bentuk kewajiban orang tua untuk memelihara anak.
Ketika hal tersebut diabaikan, maka orang tua dapat dikatakan tidak
melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anaknya sesuai dengan

ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
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Perkawinan. Karena dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa orang tua wajib
untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana hal tersebut tidak dapat
dipenuhi oleh kebanyakan masyarakat yang melakukan perceraian, sehingga
anak tidak mendapatkan pemeliharaan dan didikan dari orang tuanya secara
penuh sebagaimana mestinya.

Dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak, Pasal 26 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka. Sehingga semakin
jelas lagi bahwa orang tua menjadi pemeran terpenting dalam pelaksanaan
pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut seharusnya tetap berjalan dengan baik
dan sebagaimana mestinya, meskipun telah terjadi perceraian. Karena status
antara anak dengan orang tua tidak akan hilang atau berubah karena adanya
perceraian antara pasangan suami dan istri.

Sebenarnya mengenai pelaksanaan wajib memberi nafkah bagi
keluarga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun salah satu syaratnya yaitu
orang yang diberikan kewajiban nafkah ialah orang yang cukup mampu dalam
perekonomiannya, kecuali kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang
tua, karena kewajiban memberi nafkah untuk anak atau orang tua hanya perlu
memenuhi syarat mampu bekerja, dan tidak harus mampu secara harta atau
perekonomian. Maka dari itu, bapak yang mampu bekerja berkewajiban untuk

memenuhi tanggung jawabnya memberikan nafkah bagi anak-anaknya.*®

8 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, him. 109
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Mengenai tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang
tua, kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah disebabkan
olenh mantan suami yang setelah bercerai memilih untuk tidak melaksanakan
tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka. Padahal hak-hak anak masih
menjadi tanggung jawab orang tua untuk memenuhinya, terutama hak anak
untuk mendapatkan nafkah, kasih sayang, dan biaya pemeliharaan sampai anak
tersebut dewasa atau berusia 21 tahun.

Namun hampir semua dari seluruh responden menyatakan bahwa
untuk memenuhi hak-hak anak mereka, hanya sedikit bahkan tidak ada campur
tangan mantan suaminya untuk turut andil dalam memenuhi hak-hak anak
mereka. Itu artinya, banyak mantan suami yang memilih untuk tidak
memberikan nafkah atau bahkan sudah tidak berkenan untuk memberikan
kasih sayangnya terhadap anak mereka, dan memilih untuk pergi
meninggalkannya.

Tindakan mantan suami yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya
untuk menafkahi anak dengan baik tersebut merupakan tindakan yang tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Padahal
pasal tersebut mengatur tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak
setelah adanya perceraian.

Ketentuan lain dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah anak
tidak hanya diatur dalam Pasal 105 saja, tetapi juga terdapat dalam Pasal 156
yang menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian bapak tetap menanggung

biaya pemeliharaan anak dan nafkahnya sampai anak berusia 21 tahun.



61

Artinya, kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa bapak memiliki
tanggung jawab untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak-anaknya, sehingga
apabila terjadi perceraian hal tersebut tidaklah hilang, karena hubungan antara
bapak dan anak tidak terhapus meski telah terjadi perceraian. Akan tetapi,
berdasarkan data hasil penelitian di atas, masih terdapat banyak masyarakat
yang melakukan perceraian di Kabupaten Klaten tidak melaksanakan tanggung
jawab dalam hal pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan pada
kedua peraturan perundang-undangan di atas. Sehingga, anak-anak tersebut
hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik, sedangkan mengenai hal pemenuhan
nafkah anak pasca perceraian orang tuanya tersebut secara hukum sebenarnya
secara jelas telah ditetapkan dalam amar putusan Pengadilan Agama dan harus
dijalankan, karena Putusan Pengadilan tersebut berlaku layaknya sebagai
undang-undang yang harus ditaati. Tetapi sayangnya hingga saat ini belum ada
tindakan dari Pengadilan untuk dapat memaksa pihak yang berkepentingan
untuk melaksanakan tanggung jawab masalah nafkah anak tersebut
sebagaimana bunyi dalam amar Putusan Pengadilan.

Selain itu berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas, dapat
disimpulkan bahwa tingkat ketidakpatuhan mantan suami dalam melaksanakan
tanggung jawabnya sesuai dengan Putusan Pengadilan masih tinggi. Hal itu
dapat disebabkan oleh banyak hal mulai dari mantan suami yang tidak
memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sampai pada mantan suami yang
merasa bahwa ketika anak hak asuhnya dimiliki oleh mantan istrinya, maka ia

tak perlu lagi untuk menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya.
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Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Anak Atau lIbu Dari Anak
Tersebut, Ketika Bapak Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan

Dari keseluruhan responden yang telah diwawancara oleh penulis,
hanya tiga (3) responden yang mantan suaminya tetap melaksanakan tanggung
jawabnya sebagai seorang bapak untuk memenuhi nafkah anak-anak mereka.
Sisanya yaitu sebanyak empat belas (14) responden, menjalankan tanggung
jawab untuk menafkahi anak-anak mereka seorang diri, karena mantan suami
mereka sudah tidak peduli ataupun sudah tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak-anak mereka.

Tidak sedikit dari mereka yang setelah resmi bercerai tidak menuntut
mantan suaminya untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai bapak
untuk memberi nafkah kepada anak-anak mereka. Namun ada juga yang tetap
meminta pertanggung jawaban tersebut kepada mantan suami, akan tetapi
karena kondisi ekonomi yang kurang baik atau karena faktor lain seperti
mantan suami yang sudah tidak peduli lagi, maka tetap hak-hak anak tidak
dapat terpenuhi. Suatu perceraian terjadi karena terdapat beberapa faktor
penyebabnya, faktor-faktor penyebab itulah yang ternyata juga berakibat pada
pelaksanaan pemenuhan nafkah anak.

Karena sebagian besar dari responden mengatakan bahwa penyebab
perceraiannya adalah karena terdapat faktor ekonomi, sehingga perekonomian
keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut ternyata

menimbulkan akibat pada pemenuhan hak-hak anak mereka, dimana hak yang
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harus diterima anak yaitu mendapatkan nafkah dari bapaknya, tidak dapat
terpenuhi dengan baik.

Tindakan mantan suami yang tidak mau bertanggung jawab dalam hal
pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian tersebut, secara jelas telah
melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Ketentuan dalam pasal tersebut memerintahkan mantan suami
sebagai bapak yang dibebani tanggung jawab atas seluruh biaya pemeliharaan
anak dan segala kebutuhan yang diperlukan anak sampai anak berusia 21 tahun
atau mampu menafkahi dirinya sendiri. Karena ini merupakan kewajiban
seorang bapak, maka dalam pelaksanaannya bersifat memaksa. Hal tersebut
boleh tidak dilakukan, jikalau memang mantan suami sudah benar-benar tidak
sanggup untuk memberikan nafkah dan menanggung biaya pemeliharaan anak-
anaknya.

Dalam rangka agar terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian,
sebenarnya mantan istri atau pemegang hak asuh anak maupun anak itu sendiri
(jika telah cakap hukum), dapat melakukan suatu upaya agar bapaknya dapat
melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang
diperintahkan dalam putusan pengadilan.

Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat, masih
terdapat beberapa pemegang hak asuh anak yang belum mengetahui mengenai
upaya tersebut. Bahkan sebagian dari mereka menganggap, pada saat setelah
dilakukannya pembacaan ikrar talak hubungan suami istri tersebut sudah resmi

berakhir.
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Salah satu Hakim di Pengadilan Agama Klaten, Drs. Ahmad Wahib,
S.H., menjelaskan bahwa ketika mantan suami tidak melaksanakan amar
putusan pengadilan dengan baik dan secara sukarela, maka anak itu sendiri
(jika sudah cakap hukum) ataupun ibunya (jika anak belum cakap hukum),
dapat menempuh upaya untuk memaksa mantan suami melaksanakan putusan.
Upaya tersebut dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama pada saat
bercerai;

2. lalu Pengadilan Agama tersebut akan memberikan surat peringatan
kepada bapak atau mantan suaminya yang bersangkutan untuk
melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai Yyang
tertuang dalam amar Putusan Pengadilan;

3. bapak atau mantan suami yang bersangkutan dalam surat
peringatan tersebut diberikan tenggang waktu selama delapan (8)
hari untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan amar Putusan
Pengadilan;

4. apabila telah melewati batas waktu yang diberikan tidak ada
perkembangan apa-apa, maka Ketua Pengadilan akan memberikan
perintah untuk menyita benda bergerak dan tidak bergerak yang
dimiliki oleh mantan suami tersebut, sesuai dengan jumlah nafkah

atau kewajiban yang dibebankan kepadanya.
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Selain upaya-upaya tersebut di atas, ketika mantan suami tidak
melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya setelah adanya perceraian,
maka mantan istri atau anak (bila sudah cakap hukum) dapat mengajukan
gugatan ke pengadilan, karena tindakan mantan suami tersebut termasuk dalam
Perbuatan Melawan Hukum atas dasar wanprestasi atau ingkar janji. Namun
upaya tersebut jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, karena sejatinya
Putusan Pengadilan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dijalankan

seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Maka dalam hal ini, kemungkinan akan terjadi pemaksaan terhadap
mantan suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Yyang
diperintahkan dalam Putusan Pengadilan. Hal tersebut bisa saja menjadi
konsekuensi bagi mantan suami yang tidak mau untuk melaksanakan putusan

secara sukarela.

Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya negara benar-
benar melindungi hak-hak warga negaranya sebagaimana juga tertuang dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih
khusunya tentang hak anak tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2). Itu artinya,
segala hal yang merupakan hak-hak anak wajib dipenuhi, terutama oleh orang

tuanya.

Namun tampaknya upaya tersebut belum sepenuhnya diketahui dan
dilakukan oleh mereka yang memiliki kepentingan tersebut. Sebagian besar

dari masyarakat menganggap, bahwa setelah adanya perceraian mereka enggan
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untuk berhubungan dengan mantan pasangannya, meskipun upaya ini
merupakan hak yang harus didapatkannya. Mereka menganggap apabila masih
mampu  untuk  memenuhi  nafkah  anak-anaknya, mereka akan
mengupayakannya sendiri dan tidak mau menggantungkan pemenuhan hak
tersebut kepada mantan pasangannya, meskipun hal tersebut merupakan
kewajibannya yang telah diatur dalam putusan pengadilan. Selain karena sudah
merasa mampu memenuhi hak-hak anaknya sendiri, tak jarang dari masyarakat
yang merasa bahwa mencari keadilan melalui pengadilan itu prosesnya terlalu
lama, sehingga akan membuang-buang waktu saja, dan mereka memilih
menggunakan waktu yang tidak sebentar itu untuk mencari nafkah agar bisa
memenuhi segala biaya hidup dari anak-anak mereka.

Padahal nafkah dari orang tua merupakan suatu hal yang sangat
penting bagi anak, karena secara langsung maupun tidak langsung akan
memberikan pengaruh terhadap pemenuhan hak-hak anak yang lainnya, seperti
mendapatkan pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya pemeliharaan tumbuh
kembang anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai hak-hak yang diperoleh
anak. Salah satunya adalah setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan
pembiayaan hidup dari orang tuanya. Sehingga ketika hal tersebut tidak dapat
terpenuhi dengan baik, maka orang tua anak tersebut telah melanggar

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
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Oleh karena itu, terdapat beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh
anak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya yang tidak dilaksanakan oleh
orang tuanya, sebagaimana yang telah diatur dalam putusan pengadilan,
sebagai berikut:>®

a. anak dapat melaporkan kelalaian orang tuanya kepada pihak
keluarga, supaya membantunya untuk  menyelesaikan
permasalahan yang ada dengan cara kekeluargaan;

b. dengan cara mendatangi pemuka agama yang dipercaya dan
dikenal untuk membantunya menyelesaikan permasalahan sebagai
mediator antara anak dan orang tua, dengan tujuan agar kedua
orang tuanya dapat patuh dengan penjelasan pemuka agama
tersebut;

c. apabila dengan kedua cara di atas tidak dapat terselesaikan dengan
baik, maka anak ataupun melalui Kuasa Hukumnya dapat
mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya hakim dapat
memaksa kedua orang tua anak tersebut untuk melaksanakan
kewajibannya agar hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi dengan

baik.

Mengenai uraian cara-cara di atas, dapat disimpulkan bahwa anak
harus memperjuangkan apa yang menjadi haknya, sehingga semua hak-haknya
dapat terpenuhi dengan baik. Bagi bapak atau yang dibebani tanggung jawab

untuk memberikan nafkah anak juga wajib melaksanakan tanggung jawabnya

% Muhammad Syaifudin, Op. Cit, him. 376-377



68

tersebut, supaya hak-hak anak dapat terpenuhi dan anak juga dapat tumbuh dan
berkembang dengan baik, sehingga anak tidak akan menjadi pihak yang paling
merasakan dampak dari perpisahan kedua orang tuanya karena anak adalah

salah satu kelompok rentan yang wajib dilindungi oleh keluarganya.
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BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pemenuhan nafkah anak akibat perceraian orang tua di Kabupaten Klaten

belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh
mantan suami setelah resmi bercerai sudah tidak menjalankan
kewajibannya sebagai bapak yang memiliki tanggung jawab untuk
memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Selain itu, kebanyakan
pasangan suami istri di Kabupaten Klaten, melakukan perceraian
dikarenakan terdapat permasalahan ekonomi di dalam keluarganya.

Pada kenyataannya tidak semua bapak atau mantan suami menjalankan
perintah dalam putusan pengadilan dengan baik, salah satunya yaitu
perintah untuk bertanggung jawab atas nafkah anak dan biaya
pemeliharaan anak sampai anak berusia 21 tahun. Maka baik anak
ataupun yang berkepentingan (dalam hal ini anak atau yang diwalikan
oleh ibu) dapat melakukan upaya dengan cara mengajukan permohonan
ke Pengadilan Agama supaya bapak atau mantan suaminya itu

membayarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
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B. Saran
Berikut beberapa saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari
hasil analisis penelitian sebagai berikut:

1. Diperlukan peran aktif oleh para penegak hukum, yang dalam hal
ini adalah hakim dan advokat untuk memberikan informasi-
informasi yang sekiranya diperlukan oleh masyarakat yang
mencari keadilan di Pengadilan. Hal tersebut sangat diperlukan,
karena tidak sedikit dari masyarakat yang belum mengetahui
mengenai upaya untuk dapat terpenuhi haknya dengan baik.

2. Kepada teman-teman yang akan melakukan penulisan dan
penelitian Tugas Akhir, untuk dapat menindaklanjuti dari sudut
pandang yang lain mengenai permasalahan yang terdapat pada
Tugas Akhir ini, sehingga permasalahan hak anak setelah

perceraian dapat berguna bagi kehidupan msayarakat luas.
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